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PERATURAN BUPATI BENGKULU UTARA 
NOMOR 24 TAHUN 2020 

TENT ANG 

PENGGUNAAN BELANJA TIDAK TERDUGA UNTUK PENYEDIAAN TEMPAT 
CUCI TANGAN DALAM RANG KA PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 

KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN ANGGARAN 2020 

BUPATI BENGKULU UTARA 

Menimbang 

Mengingat 

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 162 ayat 
(11) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dan 
Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan 
Bencana Republik Indonesia Nomor: 13.A Tahun 2020 
tentang Perpanjangan Status Keadaan Darurat Bencana 
Wabah Penyakit Akibat Corona Virus Disease 2019 di 
Indonesia; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan 
Bupati Bengkulu Utara tentang Penggunaan Belanja 
Tidak Terduga Untuk Penyediaan Tempat Cuci Tangan 
Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 
Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2020; 

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang 
Penetapan Undang-Undang Darurat No. 4 Tahun 1956 
(Lembaran Negara Tahun 1956 No. 55), Undang 
Undang Darurat No. 5 Tahun 1956 (Lernbaran-Negara 
Tahun 1956 No. 56) Dan Undang-Undang Darurat No. 
6 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 57) 
tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk 
Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I 
Sumatera Selatan, Sebagai Undang-Undang (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
1821); 



2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 
4286); 

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5679); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 ten tang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6322); 

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelola Keuangan Daerah, 
sebagaimana telah di ubah beberapa kali dengan 
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelola Keuangan Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 nomor 310); 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Produk Hukum Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk 
Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2018 Nomor 157); 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 
tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 
2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249); 



9. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 14 
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara 
(Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 
2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 9); 

10. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 6 
Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah 
Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2019 Nomor 6); 

11. Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 9 Tahun 2012 
tentang Tata Cara Pemberian dan Penganggaran Belanja 
Tidak Terduga Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tanggap Darurat 
Bencana dan Keperluan Mendesak (Berita Daerah 
Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2012 Nomor 9); 

12. Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 43 Tahun 
2019 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 
(Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2019 
Nomor 43), sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 13 Tahun 
2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati 
Bengkulu Utara Nomor 43 Tahun 2019 ten tang 
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah 
Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2020 Nomor 13); 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGGUNAAN BELANJA TIDAK 
TERDUGA UNTUK PENYEDIAAN TEMPAT CUCI TANGAN DALAM 
RANGKA. PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 
KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN ANGGARAN 2020. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan 
yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD 
adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan 
Daerah. 



3. Corona Virus Disease 2019 yang selanjutnya disingkat Covid-19 adalah 
penyakit menular yang disebabkan oleh Severe Acute Respiratory Syndrome 
Corona Virus-2. 

4. Belanja Tidak Terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD 
untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian 
atas kelebihan pembayaran atas penenmaan daerah tahun-tahun 
sebelumnya. 

5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Utara. 

BAB II 
PENDANAAN 

Pasal 2 

Dalam melakukan langkah antisipasi dan penanganan dampak penularan Covid- 
19, pemerintah daerah melakukan pengeluaran yang belum tersedia 
anggarannya dengan pembebanan langsung pada Belanja Tidak Terduga. 

Pasal 3 

Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud Pasal 2 sebesar Rp. 79.946.200, 
(Tujuh Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Enam Ribu Dua Ratus 
Rupiah). 

BAB III 
PELAKSANAAN, PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN 

Pasal 4 

Pengendalian administrasi, teknis, pertanggungjawaban dan pelaporan 
penggunaan Belanja Tidak Terduga sepenuhnya ada pada Dinas Kesehatan. 

Pasal 5 

Tata cara pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban belanja tidak 
terduga untuk mendanai kebutuhan antispasi dan penanganan dampak 
penularan Covid-19 dilakukan dengan tahapan: 
1. Kepala Dinas Kesehatan mengajukan Rencana Kebutuhan Belanja untuk 

mengantispasi dan menangani dampak penularan Covid-19, paling lama 1 
(satu) hari kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara 
Umum Daerah. 

2. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah 
mencairkan Belanja Tidak Terduga kepada Dinas Kesehatan, paling lama 
1 (satu) hari sejak diterimanya Rencana Kebutuhan Belanja. 

3. Pencairan Belanja Tidak Terduga dilakukan dengan mekanisme Tambahan 
Uang (TU) Persediaan. 

4. Pencairan belanja Tidak Terduga diserahkan kepada Bendahara Pengeluaran 
Dinas Kesehatan. 

5. Penggunaan dana dicatat pada buku kas umum tersendiri oleh Bendahara 
Pengeluaran Dinas Kesehatan. 



,, 

6. Kepala Dinas Kesehatan bertanggungjawab secara fisik dan keuangan 
terhadap dana Belanja Tidak Terduga. 

7. Pertanggungjawaban atas penggunaan dana antisipasi dan penanganan 
dampak penularan Virus Covid-19, disampaikan oleh Dinas Kesehatan kepada 
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dengan melampirkan bukti pengeluaran 
yang sah dan lengkap atau surat pernyataan tanggungjawab belanja. 

BAB III 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 6 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkulu 
Utara. 

Ditetapkan di Arga Makmur 
pada tanggal 27 Maret 2020 

BUPATI BENGKULU UTARA, 

ttd 

MIAN 

Diundangkan di Arga Makmur 
pada tanggal 27 Maret 2020 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN BENGKULU UTARA, 

ttd 

HARYADI 

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN 2020 NOMOR 24 

Salinan Sesuai Dengan Aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM 
Setdakab. Bengkulu Utara 

ZULKARNAIN 
Pembina Utama Muda IV/ c 
NIP. 196407051988031010 
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